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2009 tentahg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang
menetapkan Retribusi Pengolahan limbah Cair menjadi Retribusi

dengan Peraturan Daerah;
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Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Republik Indonesia Nomor 3209);
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
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Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembinaan
dan Peran Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 65, Tambalh
Indonesia Nomor 3957);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Froviiisi dain Pemerimtahan Dacran Kabupaten/Kota (Lemibaraii
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10.Penerimaan Daeraly adalah Seluruh Hasil Penempatan Danz Pemerintsh
Daerah.

11.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yvartg kKhusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

12.Jasa adalaly kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

13.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

14 Retribusi Pengolahan Limbalr Cair, yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang
menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau
dikelola oleh Pemerinitah Daerads.

15.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukt pémbayaran atau penyetoran Retribusi yang telah aﬂakukan dengan
mengguhakan formulir atau tetah dilakukan dengan cara lain ke kas daergh
melalui tempat pembayaran yang dihunjuk oleh Bupati.

16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan: retribusi yang menentukan besamya jumiah pokok retribusi
yang terutang.

17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLIB, adalali surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnys disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

19.Surat Keputusan Keberatan adalah, Surat Keputusan atas Keberatan atas
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang digjukan oleh wajib Retribusi.
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20.Pemeriksazn adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewgjiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
daerah.

21.Penyidikann Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukt itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi

daeral yang tejadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran,
dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah dalam bentuk instalasi pengolahian limbah cair.
ter)

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan
limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan,
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk
instalasi pengolahan limbah cair.

2} Dikecualikan dari objsk retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, pihak
swasta, dan pembuangan lmbah cair secara langsung ke sungai,

drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal &

Subyek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair rumah

292°



tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Pasal 5

Wajib Retribuis Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair rumah
tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pengolahan Limbah Cair digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengolahan limbah cair diukur
berdasarkan alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk
menyeienggarakan pelayanan pengolahan limbah cair dalam bentuk instalasi
pengolahan air limbah.

BAR V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengolahan limbah cair

ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, Kemampuan
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masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

RARB VI
BESARNYA RETRIBUSI YANG DITETAPKAN
Pgeal O

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

=
¢

OBJEK RETRIBUSI | BESARAN RETRIBUSI (Rp] |

1. Rumah Tangga :
a. Rumali tangga dengan penghuni; §,-/hari
sampai dengan 5 orang;

| b.Rumah tangga dengan penghuni 6| o _/hgr

/-

sampail dengan 10 orang;

c. Rumah tangga dengan penghuni 11 0,~hati
orang

2. Sosial :
a. Lembaga pendidikan, lembaga sosial, | 17,-/pelajar atau penghuni
museum dan/atau lembaga | atau pengunjung/hari
pclayanan keschatan tanpa fasilitas o
rawat inap;
b. Lembaga pendidikan dan/atau sosial | 1 15/pelajar atau penghuni/
dengan fasilitas tempat tinggal atau hari

asrama,

¢. Lembaga pelayanan kesehatan; | 280,-/tempat tidur/hari
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Komersial :

o2

a. Bandara, stasiun kereta api, terminal | 6,-/penupang/hari

angkutan dan sejenisnya;

b. Bengkel kendaraan dan sejenisnya,; 26,- /pekerja/hari

c. Bar,kafe,diskotik dan sejenisnya; 125,-/pekerja/hari

d. Hotel dan sejenisnya; .| 28,-/pekerja/hari

e. Gedung industri, perkantoran, dan |25,-/pekerja/hari
sejenisnya;

f. Tempat pencucian pakaian, tempat 1,185,-/mesin/hari
pencucian kendaraan dan sejenisnya;

g. Restoran, rumah makan, warung dan | 22,-/pengunjung/hari
sejenisnya;
h. Apartement, pondokan dan

129,-/penghuni/hari
sejenisnya;

i. Toko, pusat perbelanjaan, pasar dan | 22,-/pekerjaan/hari

sgjenisnya,

BAB VII
PENINJAUAN KEMBALI RETRIBUSI

Pasal 10

Peninjauan kembali tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang terutang dipungut di wilayah
Daerah.
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BAR XY
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
darr/atau kekelituann dalam penerapan peraturan perundang-undangang
retribusi daerah.

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang
terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib
retribusi atau bukan karena kesalahannya.

Wgjib retribusi deapat mengsjukan permohonsan pengurangan  atau
pembatalan ketetapan retribusi.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada yata (1), pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau
pejabat yang dihunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tangal
diterimanya SKRD dan STRD.

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan diterima.

Apabila telah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Bupati atau pejabat yang dihunjuk tidak memberikan keputusan, maka
permchonan  pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau

pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pzsal 1
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dan
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan vang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kebera'ﬁanl,
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bag Wajib Retiibusi, bahwa keberatan yang digjukan
harus diberi keputusan oleh Bupati.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambeh besarmnya Retribus: yang terutang.
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{(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {1} telah lewat dan

(1)

(2)

(1)

3)

(4)

Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 20

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XTIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} harus memberikan keputusan. ’
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayé.t (2! telah terlampaui
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimeana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diakukan dalam waktu paling lama 2 {dusj bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
2 {dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Retribusi.
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(7} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembedtizin - kelebihan

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAR XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Prasai 22

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, Kkeringanan dan pembebasan
besarnya retribusi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan Peraturarn Bupati.

RAR XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhituhg sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertanggtih apabﬂa:. :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.
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(S} Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimeaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 24

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3} Ketentuan lebih lanjut menenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang
sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVIIY
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 25

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji Kkepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undagan.

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen
lain }fétlg berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

301



i(

BAB X« -
PENYIDIKAN

Pasal 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daeraly., sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintalh Daerah yang diangksat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

=

O

04

. .menghentikan penyidikan; dan/atau

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

menelii, mencarn, dan mengumpulkan Keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

meminta keterangan dan behian bukt darn orang pribedi atzu Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerals;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukt tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

menyurudy berhent dan/atau melarang seseorang meninggaikan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
memotret seseorang yang berkaitan dengan thndak
Daerah;

idana Retribusi

o)

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersenigka atau saisi;
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daeral seSuzu dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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{4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahiukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

1oa4 1N : 3% o ia = :
setentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
picdansa denda paling banyak 3 (tga) kedi jumlsah retribusi terutang yang tdak
atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pelanggaran.

Pasal 28
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), merupakan penerimaan
Negara.

BABR XXITT
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur
dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah. |

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 17 Septembe 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH,
dto

RAJA BONARAN SITUMEANG

DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 20 TAHUN
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LEMBARAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

bahwa dengan berlekunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang
menetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta menjadi
Retribusi Daerah Kabupaten, maka untuk pelaksanasnnya perlu
diatur dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Peta.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092); ~

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘I'ahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia ‘Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengen
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubzhan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 ‘Iahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 39, Tambzahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049},

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 200S tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4393);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemaanfaatan Insentif Pemerintah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan
BUPATI TAPANULI TENGAH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATUURAN DAERAH TENTANG RETRIRUSI

PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Pemerintzahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasat Negara Republik Indonesia ‘I'ahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati ‘l'apanuli Tengah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tapanuli Tengzah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayazan Daerah Kabupaten
‘Tapanuli Tengah.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli ‘I'engah.

9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.
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kelebithan pembayaran Retribust karena jumlah kredit Retribust lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21.Surat Tagihan -Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

22.Surat Keputusan Keberatan adalah, Surat Keputusan atas Keberatan atas
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamekan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukt yang dilaksanakan secara cobjektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribust
daerah.

24 . Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukt itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas
Penggantian Biaya Cetak Peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat
oleh Pemerintah Daerah, meliputi : .
a. peta kabupaten;
b. peta rencana tata ruang wilayah kabupaten dan peta sejenis lainnya; dan
C. peta kecamatan.
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Pasal 4

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan
yvang memeriukan dan mendapatkan jasa pelayanan peta yang disediakan
Pemerintah Daerah.

Pasal &

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan
yvang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi , termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

BAR I
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan
jumlah, ukuran dan jenis peta.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dab besarnya tarif retribusi
penggantian biaya cetak peta, ditetapkan dengan memperhitungkan biaya
pencetakan dan pengadministrasian

(2) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta

didasarkan pada kebijakan Pemerintalr Daerah, dengan memperhatikan
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‘(

biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek

keadilan dan komponen biaya retribusi.

Pasal 9
Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta, ditetapkan sebagai
berikut :
| No. Bentuk
Jenis Digital Cetak / Lembar (Ukuran)
(Rp) Al (Rp) A2 (Rp) A3 (Rp)
1. | Peta Foto 550.000.- | 200.000.-| 150.000.- | 45.000.-
2. | Peta Dasar 350.000.- | 200.000.- | 150.000.-| 45.000.-
| 3. | Peta Tematik 250.000.- | 200.000.- | 150.000.- | 45.000.-
4. | Peta Tehnik 250.000.- | 200.000.- | 150.000.-| 45.000.-
BAB VI

Pasal 10

WILAYAH PEMUNGUTAN

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang terutang dipungut di wilayah

Daerah.

BAR VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain

yang dipersamakan.

{2) Dckumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas

Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten.
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atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan retribusi
daerah.

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa Bunga dan kenaikan retribusi yang
terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib
retribusi atau bukan karena kesalahannya.

{3} Wajib retribust dapat mengajukan permchonan kekurangan atau pembatalan
ketetapan retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus
disampaikan secara tertulis coleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima SKRD
dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk
mendukung permchenannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), dikeluarkan
oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permchonan diterima.

(6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2)
dan ayat (5) pasal ini, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
keputusan maka permchonan tersebut diznggap dikabulkan.

BAB XTI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribust.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung. P

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
hurut a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

{4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
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mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.

BAR XTI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi
yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XTIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

{

Pasal 18

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

{2} Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan Bupati dengan

berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang berlaku.
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(2)

BAR XV
PENYIDIKAN

Pasal 19

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelitt keterangan atau
Idporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
meminta keterangan dan bahan bukt dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;
tnelakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan/atau
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
ﬁidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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{4} Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1} memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI ,.
KETENTUAN PIDANA .

Pasal 20

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

Pasal 21
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), merupakan penerimaan
Negara.

BAB XVH
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masth dapat ditagih selama
jangka waktu 5 (lima] tahun terhitung sejak saat terutang.
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BAB XVIII -
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 September 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH,
dto

RAJA BONARAN SITUMEANG

an di Pandan

DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 19 TAHUN
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai salah satu upaya untuk
mewujutkan otononomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab,
pembiayaan pemerintah dan pembagunan daerah yang berasal dari Pendapatan
Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu
ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

O. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Yang dimaksud dengan ” Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ” adalah
retribusi yang diperoleh sebagai biaya penggantian biaya cetakan
gambar/peta Kabupaten, Peta Tata Ruang dan Peta Kecamatan serta peta
lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Tengah..

Pasat 3 ~
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jeles

Pasal 8
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